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ABSTRAK : - Bahwa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 
tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan 
Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang 
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional 
Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia. Untuk memberikan kepastian hukum 
mengenai perlakuan kepabeanan bagi badan internasional beserta pejabatnya yang 
bertugas di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan kepabeanan atas impor 
barang keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, 
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 
tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional 
Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

   Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 
3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, 
TLN No. 4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 
No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2021 (BN 
Tahun 2021 No. 954). 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

   Impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas 
di Indonesia, dapat diberikan pembebasan bea masuk. Badan Internasional yang dapat 
diberikan pembebasan bea masuk merupakan Badan Internasional yang tidak 
menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. 
Dalam hal terdapat perjanjian internasional yang telah diratifikasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian internasional, yang di 
dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan bea 
masuk, perlakuan kepabeanan atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional 
beserta Pejabatnya mendasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai 
dengan berakhirnya perjanjian. Penetapan Badan Internasional yang berhak 
mendapatkan pembebasan bea masuk dan penetapan Badan Internasional yang 
berhak mendapatkan pembebasan bea masuk, dilakukan setelah mendapatkan 
persetujuan terlebih dahulu dari menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.   

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea 
Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya 
yang Bertugas di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
20/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 



148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk 
Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 
tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 November 2022 dan diundangkan 
pada tanggal 14 November 2022. 

  - Lampiran: halaman 29-64. 

 


